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NOMOR 54 TAHUN 2014  SERI E.19    
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 54 TAHUN  2014

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
DI KABUPATEN CIREBON 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI  CIREBON
Menimbang
:

a.
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009, bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong, dan melaksanakan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing;



b.
bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima oleh provinsi, kabupaten/kota penghasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur pedoman penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004   Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004   Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia      Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer                      ke Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1).
Memperhatikan
:
1. 
Road Map Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cirebon Tahun 2010 – 2015.
2. Hasil Verifikasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat TA. 2012 oleh Direktorat Jenderal Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI pada Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan DBH Pajak dan DBHCHT tanggal 14 Juni 2013.
3. Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 927/TU.110/E/7/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal pemanfaatan DBHCHT di on-farm.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN            DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)                                  DI KABUPATEN CIREBON.
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian Keuangan adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;

3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Bupati adalah Bupati Cirebon;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon;
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon; 
9. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
11. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya;
13. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang sebagian dibagihasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menggerakkan, mendorong, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
BAB  II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud pedoman penggunaan DBHCHT adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pelaksanaan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Cirebon;
(2) Tujuan pedoman penggunaan DBHCHT adalah tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pengawasan, tertib evaluasi dan tertib pelaporan dana yang bersumber dari DBHCHT.
BAB  III
ALOKASI  DANA  BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pasal 3

(1) DBHCHT yang diterima daerah dialokasikan dalam APBD;

(2) Jumlah besaran DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketetapan Gubernur;

(3) Alokasi penggunaan dan besaran DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang akan dilaksanakan oleh OPD ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

(4) Pengalokasian DBHCHT ditetapkan berdasarkan skala prioritas daerah sesuai dengan bidang program yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.


BAB IV
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Pasal 4
(1) Program dan kegiatan DBHCHT yang akan dilaksanakan harus memperhatikan potensi dan karakteristik daerah sesuai issue strategis dan Road Map Penggunaan DBHCHT Kabupaten Cirebon;
(2) Rancangan makro program dan kegiatan DBHCHT yang dibuat oleh OPD, dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
(3) Dalam mengelola program dan kegiatan DBHCHT pada masing-masing OPD sesuai alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dikonsolidasikan melalui Tim Koordinasi;

(4) Pembuatan rancangan kegiatan dan penganggaran DBHCHT dilaksanakan pada awal tahun kegiatan berjalan dengan mengakomodasikan sisa anggaran tahun sebelumnya;
(5) Tim Koordinasi mengkonsultasikan rancangan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau Kementerian Keuangan sebelum tahun anggaran berjalan;
(6) Rancangan penganggaran Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
(7) Bupati menyampaikan laporan rencana pelaksanaan program kegiatan dan penganggaran kepada Gubernur.
BAB V

PENGGUNAAN DANA
Pasal 5

Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan   Nomor 20/PMK.07/2009, merupakan unsur dana perimbangan yang digunakan untuk mendanai kegiatan :
a. peningkatan kualitas bahan baku;

b. pembinaan industri;

c. pembinaan lingkungan sosial;

d. sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan
e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Bagian Kesatu

Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 6

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :
a. standarisasi kualitas bahan baku;

b. mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;

c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
d. penanganan panen dan pascapanen bahan baku;

e. penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau;

f. pengembangan agribisnis tembakau dalam negeri;

g. peningkatan produksi dan produktifitas tembakau dan cengkeh;

h. bantuan peralatan pasca panen dan pelatihan peningkatan kualitas tembakau sistem Good Agronomics Practices (GAP);

i. penyuluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tembakau dalam peningkatan kualitas tembakau dan pasca panen;

j. penanganan pasca panen dan pengolahan hasil panen;

k. peningkatan kemampuan lembaga petani;

l. pelatihan petani dan pelaku agribisnis;

m. pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna;

n. penelitian dan pengembangan teknologi budidaya tembakau;

o. identifikasi benih tembakau unggul lokal;

p. pengadaan sarana usaha tani tembakau;
q. penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau dan cengkeh;

r. demarea komoditi tembakau;

s. fasilitasi kemasan produk hasil tembakau;

t. temu kemitraan kelompok tembakau dengan perusahaan Mole;

u. fasilitasi pembentukan kelembagaan perdagangan/Asosiasi perdagangan tembakau;
v. fasilitasi kelengkapan/sarana gudang tembakau;

w. peningkatan kualitas bahan baku tembakau rakyat melalui teknis budidaya;

x. bantuan modal kerja kepada petani tembakau dalam rangka peningkatan kualitas bahan baku;

y. pembangunan gudang penyimpanan tembakau (pasca panen) dalam upaya peningkatan kualitas tembakau;

z. penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis tembakau;

aa. fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan tani tembakau;

ab. studi kelayakan budidaya tembakau;

ac. revisi Roadmap Agribisnis tembakau;

ad. penguatan hak kekayaan intelektual indikasi geografis tembakau mole dan tembakau hitam; dan
ae. pembinaan dan persiapan penerapan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) indikasi geografis tembakau mole dan hitam.
Pasal 7
Standarisasi kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, dapat mencakup uraian kegiatan sebagai berikut :

1) pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tembakau;

2) penggunaan benih bermutu yang bersertifikat yang sesuai dengan permintaan pasar;

3) penyediaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO);

4) pemupukan berimbang;
5) fasilitasi indikasi geografis;

6) penetapan grade dan harga dasar tembakau tingkat petani;

7) pembuatan irigasi tersier; dan
8) konservasi lahan pada areal pertanaman tembakau.
Pasal 8

Mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, dapat mencakup uraian kegiatan sebagai berikut :

1) penggunaan varietas tembakau nikotin rendah;
2) eksplorasi varietas tembakau lokal rendah nikotin;
3) fasilitasi pendaftaran varietas; dan
4) fasilitasi pelepasan varietas.
Pasal 9

Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, dapat mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengutuhan/penguatan laboratorium dan sarana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Benih dan Proteksi.
Pasal 10

Penanganan panen dan pascapanen bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, dapat mencakup uraian kegiatan sebagai berikut :

1) pembuatan alas jemur (para-para);
2) pengadaan rumah fermentasi;

3) pengadaan rumah pengeringan tembakau (omprongan) berikut kelengkapannya;

4) pengadaan alat perajang; dan
5) penggunaan bahan bakar alternatif non subsidi yang ramah lingkungan dan dan terbaharukan.
Pasal 11
Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, dapat mencakup uraian kegiatan sebagai berikut :
1) pelatihan budidaya;

2) pelatihan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);

3) pelatihan pengolahan pasca panen;

4) pelatihan penguatan kelembagaan;

5) pelatihan manajemen agribisnis;

6) fasilitasi penyuluhan dan pendampingan;

7) integrasi tanaman dan ternak;
8) fasilitasi antara pengelola dan petani tembakau dalam penetapan grade dan harga dasar tembakau;

9) fasilitasi pelatihan penentuan grade; dan
10) fasilitasi Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).
Bagian Kedua

Pembinaan Industri

Pasal 12

Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :
a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;

b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);

c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau; 
d. pemetaan industri hasil tembakau;

e. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;

f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau;

g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practises (GMP);

h. pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;
i. fasilitasi alat pengering tembakau;
j. pelatihan keterampilan masyarakat sekitar desa penghasil tembakau dan hasil tembakau;
k. pelatihan manajemen pemasaran sederhana di sekitar lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT); dan
l. fasilitasi kelompok industri tembakau mole dalam rangka pengembangan agribisnis tembakau.
Pasal 13

Pendataan mesin/peralatan mesin produksi (registrasi mesin/peralatan mesin) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a sekurang-kurangnya mencakup data :
a. jumlah mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik atau tempat lainnya;

b. identitas mesin/peralatan produksi hasil tembakau (merek, type, kapasitas, asal negara pembuat);

c. identitas kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau; dan
d. perpindahan kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau.
Pasal 14

(1) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu wilayah.

(2) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada           ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :

a. nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan nomor izin usaha industri;
b. lokasi/alamat pabrik (jalan/desa, kota/kabupaten, dan provinsi);

c. realisasi produksi;

d. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;

e. realisasi pembayaran cukai;

f. wilayah pemasaran;

g. jumlah, merek, type, dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;

h. jumlah alat linting; dan

i. asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkeh).

(3) Pemerintah daerah menyusun, mengadministrasikan, dan memutakhirkan database industri hasil tembakau.
Bagian Ketiga
Pembinaan Lingkungan Sosial
Pasal 15

Pembinaan Lingkungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat                    di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau wilayah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
b. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada analisis dampak lingkungan (AMDAL);

c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;

d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;

e. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; 

f. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi;

g. peningkatan pelayanan kesehatan paru-paru;

h. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat petani di lingkungan sentra produksi tembakau melalui pemanfaatan limbah tembakau/tanaman bahan pestisida nabati sebagai bahan pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ramah lingkungan;

i. pembangunan kawasan merokok (gazebo);

j. pembangunan tempat merokok di lingkungan kerja (smooking area);

k. pengadaan fasilitas/tempat khusus merokok di pusat induk pemerintahan;

l. penetapan kawasan tanpa asap rokok di tempat-tempat tertentu;

m. pengadaan area khusus merokok;

n. pengadaan barang perlengkapan (sarana dan prasarana) bagi Smoking Area;
o. penyediaan peralatan kesehatan paru-paru;

p. pengadaan alat kesehatan untuk pencegahan dan pemberantasan Tubercolosis Bronchus (TB) Paru;
q. pengadaan alat-alat kedokteran radiologi;
r. pengadaan alat medis perawatan paru;
s. pengadaan alat medis perawatan paru (luncuran);
t. pelatihan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri dan daerah penghasil bahan baku industri tembakau;

u. penyediaan tempat/fasilitas perawatan akibat bahaya merokok;

v. pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit untuk penanggulangan dampak rokok;

w. sosialisasi/kampanye kawasan bebas asap rokok;
x. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penanggulangan dampak asap rokok;

y. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;

z. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat                             di lingkungan industri hasil tembakau;

aa. pengadaan alat kesehatan penunjang diagnostik dampak kesehatan akibat rokok;

ab. pembinaan lingkungan sosial melalui diseminasi informasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
ac. pengadaan Alat kesehatan untuk klinik penanggulangan dampak merokok di puskesmas;

ad. rehabilitasi klinik dampak merokok di Puskesmas;
ae. pembangunan gedung untuk klinik penanggulangan dampak merokok di Puskesmas;  
af. peningkatan sarana Puskesmas dalam rangka penanggulangan penyakit akibat dampak rokok; dan
ag. pengadaan ruang isolasi rawat inap penyakit paru-paru akibat dampak asap rokok.
Bagian Keempat
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Pasal 16

(1) Sosialisasi ketentuan dibidang cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d merupakan kegiatan menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai;
(2) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dilaksanakan dalam periode tertentu dan/atau secara insidentil;

(3) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mencakup kegiatan meliputi :

a. sosialisasi cukai rokok kepada masyarakat dan perusahaan;
b. fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap DBHCHT;

c. sosialisasi ketentuan dibidang Cukai kepada petani tembakau              di tingkat kecamatan dan kabupaten;

d. penyusunan Geografis komoditas tembakau; 
e. sosialisasi ketentuan barang kena cukai tembakau/rokok; dan
f. sosialisasi aturan cukai kepada aparatur pemerintah dan masyarakat.
Bagian Kelima
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Pasal 17

(1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e meliputi :
a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu  di peredaran atau tempat penjualan eceran;

b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai   di peredaran atau tempat penjualan eceran;
c. fasilitasi pemberantasan barang kena cukai ilegal;
d. pelaksanaan pemberantasan barang kena cukai ilegal                 di pasar-pasar dan distributor;
e. pendataan informasi cukai ilegal/palsu di pasar dan distributor;

f. sosialisasi peredaran dan pengendalian cukai tembakau illegal; dan
g. pendataan dan laporan mengenai hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
(2) Apablia dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai, bupati menyampaikan informasi secara tertulis kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.  
BAB VI
MEKANISME PENYALURAN DBHCHT
Pasal 18

(1) Penyaluran DBHCHT dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah;

(2) Penyaluran DBHCHT yang diterima daerah, dilaksanakan secara triwulanan.
BAB VII
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

Pasal 19

(1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara OPD pelaksana kegiatan DBHCHT, dibentuk Tim Koordinasi;
(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tugas pokok dan fungsi OPD pelaksana program kerja dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(4) Sekretariat Tim Koordinasi bertempat di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.  
BAB VIII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 20
(1) OPD yang menggunakan DBHCHT berkewajiban melaporkan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan pelaksanaan kegiatan DBHCHT kepada Bupati Cirebon melalui Sekretariat Tim Koordinasi yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
(2) Tim Koordinasi menyusun rekapitulasi laporan kegiatan  penggunaan DBHCHT yang disampaikan kepada Bupati;
(3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur;

(4) Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember;
(6) Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya;

(7) Bupati melalui Tim Koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBHCHT setiap 3 bulan (triwulan);

(8) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBHCHT mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, Tim Koordinasi melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2010 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cirebon Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 25 Seri E.24); dan
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengelolaan, Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cirebon Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Seri E.23).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal
BUPATI CIREBON

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 9 Oktober 2014                 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
                    TTD
DUDUNG MULYANA
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